KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDCRIESTA
NOMOR 45 TABRUN 1978

TENTANS

FTﬂHIBA&HUQ.AﬂEHBﬁKEIﬂJI[Eﬂﬁh PRESTIEN
NOMOR, 41 TAHUN 1973 TENTANG
DAERAH ITNDUSTRI PULAU BATANM!
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¥eninbang s pahwa untuk lebin meningkatkan koordina-

si, intearasi dan sinkronisasi dalam
memperlancar pelaksanaan pembangunan
Daerah  Irdustri Pulau Batam, <ipandana
perlu menzadakar perubahan SusLnan Badan
Penaawas Daerar Industri Pulau Batan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 avat
(2) Kepu:zusan Eresiden Nomor 41 tahun

197 3.
1eng ingat . 1. Pasal 4 avat (1) Undang—-undtang Dasa~
1945,

5. Undang-undang Nomar 5 Tahun 1960
tentarg Peraturan Dasar Pokok-pokok
Aagraria (Lembaran MNegara Ta~urm 1960,
Nomor 104 Tambahan Lembarsar Negara
Nomar 2043).

N

Paraturan Pemarintah  Nomor 20 tahumn
1972 (Lemba~an Negara Tahun 1972,
Nomor 23 Tambahan Lemparan Negara
Nomor 2985), jo. Peraturan Pamer-intah
Nomor 31 tabun 1977 (Lembaramn Negara
Tahun 1977 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2110) tentzng Bonded
Warehouse,

4. Keputusan Prasiden Nomor 41 Tahun 1973
. tentang Daersh Industri Pulzu Batam.
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. Mene:apkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INCONESIA
: TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAEFAH INDUS-
TRI PULAU BATAM

2

Pasal I

Pasal 3 avat (2) Keputusan Presiden Nomor 41 fahun 1973
i.entang Daerah Industri Pulau Batam diubah sehingga
berbinyi seluruhnya sebagai berikut :

"Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batan
~erdiri dari :"

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Kevangan dan

Industri/Ketua BAFPPENAS,sebagai Ketua neranakap

Anggota.

denteri Dalam Negeri, sebagal anggota.

denteri Keuangan, sebagail anggota.

venteri Perdagangan dan Koperasi, sebagai ancagota.

Yenteri Perindustrian, sebagai anggota.

YMenteri Perhubungan, sebagai anggota.

Menteri Pertambangan, sebajail anggota.

. Menteri Pekerjaan Umum, sedagail anggota.

Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkun-

gan Hidup, sebagai anggota.

10. Direktur Utama Pertamina, sebagal anggota.

11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagal
anggota.

2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau, sebagai
Anggota.
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Pasal IX

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakar:a
Pada tanggal 23 Januvari 1984
PRESIDEN REPUBLIK IMDONESIA
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